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PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tandek, 01 Juli 1983, agama Islam,
pekerjaan xxx Xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Egok, 25 Januari 1980, agama Islam,
pekerjaan XxxXxx XxXXXxX Xxxxx, pendidikan
SLTA, tempat kediaman semula bertempat
tinggal di Dusun EgQoK, XXXX XXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXxxX, Kabupaten Lombok Barat,
XXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX
XXXXX XXX XXXXK XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27

Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada

hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pra,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 9 November 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA
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XXXXXXXXX XXXxXX dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor ; xxxx yang
di keluarkan oleh KUA xxxxxxxxx Xxxxxx pada tanggal 25 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Dusun Egok, XXXX XXXX
XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, selama 14 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak
bernama;
a. Anak |, Perempuan, umur 13 tahun;
b.  Anak Il,laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak Tergugat pergi keluar Negeri pada bulan April 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 16 Juni 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena:
6.1. Bahwa Tergugat Pergi keluar Negeri pada bulan Mei 2017 hingga
sampai saat ini jarang ada kabar/komunikasi dari Tergugat;
6.2. Bahwa semenjak Tergugat Pergi Keluar Negeri pada bulan Mei
2017 hingga sekarang jarang memberikan nafkah lahir dan batin
kepada Penggugat;
6.3. Bahwa selama Tergugat pergi keluar Negeri hingga sekarang tidak
ada keterbukaan dari Tergugat mengenai gaji yang di peroleh dari
Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman atas hal tersebut;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
sejak tanggal 16 Juni 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang
karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang
mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XX XXXXX XXXX, XXXX XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten
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Lombok Barat, XXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXX
XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun,
maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana
mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat melalui telpon tetapi tidak berhasil untuk menghubungi
Tergugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat
merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkantalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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melalui media massa sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan
antara pengumuman pertama dan kedua sekurang-kurangnya 3 bulan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh

Pemerintah xxxx xxxxxxx, Jonggat, Lombok Tengah, tanggal 27

Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal

dan paraf Ketua Majelis;

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXX XXXXXX, Nomor

xxxx Tanggal 25 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan

paraf Ketua Majelis;

3. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Desa Sukamakmur, Gerung, Lombok Barat, tanggal 26

Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal

dan paraf Ketua Majelis;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah
Tergugat di Dusun Egok, XXxx XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX XxxxX dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat 4
(empat) tahun yang lalu mulai tidak tenteram disebabkan Tergugat pergi
bekerja ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat
tidak pernah menjalin komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat tidak
diketahui kabar berita serta Tergugat tidak diketahui alamatnya di
Malaysia secara jelas dan pasti;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
Saksi 2, SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di
.rumah Tergugat dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah
Tergugat di Dusun Egok, XXxx XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX

XXXXXX XXxxX dan sudah dikaruniai dua orang anak;
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- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4
(empat) tahun yang lalu mulai tidak tenteram disebabkan Tergugat pergi
bekerja ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat
tidak pernah menjalin komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat tidak
diketahui kabar berita serta Tergugat tidak diketahui alamatnya di
Malaysia secara jelas dan pasti;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan

mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak
diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia, kemudian
Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan
tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan
sekurang-kurangnya 3 bulan namun Tergugat tidak hadir, oleh karena itu
sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun
1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
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sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori
perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan
absolut Peradilan Agama;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat di persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud
pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat
dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat
mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2017 Tergugat pergi ke luar
negeri, namun sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang Tergugat
tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara jelas dan pasti serta
selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untu menghadap di persidangan tidak hadir, maka Tergugat dianggap
telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan
dan untuk menghindari penyelundupan hukum serta kesepakatan dalam
perceraian, maka sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.

9 tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat
suami istri tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.3;
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Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa
fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu
dan bukti tersebut telah dinazegelen sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan
Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang
Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanyan bukti-bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat
bertempat tinggal di Praya sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke
Pengadilan Agama Praya telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah
berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan
atau legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.3 Tergugat sudah tidak
diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-
masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan
berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung
dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang
untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat
(1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenubhi
syarat formil sebagai saksi;
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Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga
Penggugat dan tidak rukun karena sering bertengkar sejak tahun 2013
rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis yang disebabkan
Tergugat sering keluar rumah, Tergugat sering minum-minuman keras dan
Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat, sehingga sejak lima tahun
yang lalu Penggugat puang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu
Penggugat tidak mengetahui kabar berita dan keberadaan Tergugat sampai
sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang
saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan
mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam
pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat
telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan tersebut, maka
Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

> Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah
dikaruniai dua orang anak;

> Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak empat tahun
yang lalu Tergugat pergi bekerja ke Malaysia dan selama itu Tergugat
tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya secara jelas dan pasti
dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
(KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas,
Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah
meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turut tanpa
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pernah menemui Penggugat ataupun memberikan nafkah kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan tersebut dalam
pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf b Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 21
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum
Islam, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini
setelah lampau dua tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman
bersama dan kepergian Tergugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya. Selama lebih dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah
tersebut, Tergugat menunjukkan sikap sudah tidak mau kembali ke rumah
bersama, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan
hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat (2)
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan
gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Praya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.l. sebagai
Ketua Majelis, Basarudin, S.H.l., M.Pd dan Fathur Rahman, S.H.l., M.S.l,,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.l., M.Pd Ema Fatma Nuris, S.H.l.

Fathur Rahman, S.H.l., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Budi, S.H., M.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
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Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan - Rp 325.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
Sumpah :Rp 15.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



